
koMrJ, SALINA]'I

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGKA"IENE DAN KEPULAUAN

NOMOR : 23lORT.O7-Kpt/73 IO/KP{ -Kab II / X2t

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKA"'ENE DAN KEPULAUAN

TAHUN 2O2I

KOMISI PEMIUHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014

tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

sebagaimana dubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014

tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah

dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang

Pembentukan Tim Reformasi Birolirasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun

202L;

1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Mengingat
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(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2Ol4 tefiang Aparatur Sipil

Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentarrg Pemilihan Umum

(Lembarun Negara Reputtik Indorresia Tahun 2017 Nomor 182,

Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2Ol0

tentang Grarrd Design Reformasi Birokrasi 2OLO-2O25;

5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan

Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 27O);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024

(Lembalan Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang

Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

sebagaimana diubntr dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3O Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negala dan Reformasi Birokrasi Nomor

14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1220);

8. Peraturan Menteri re*ndayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 tentang Road

Map Reformasi Birokrasi 2O2O-2O24 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

9. Peratural Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2O20 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Selcetariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umrrm Provinsi, dan Selretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2O2O Nomor 1236);

10. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 21 Tahun 2o2O tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
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Tahun 2019 tentang tentang Tata Keq'a Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1763);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

175IHK.O3.l-Kpt/05/KPU/Xl2Ol7 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksrmaarr Refotmasi Birolrrasi di Lingkutgan Komisi Pemilihart

Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

612 I ORT.O4-Kptl 05 / KPU / X7I / 2O2O tentang Road Map Reformasi

Birokrasi Komisi Pemilihan Umum tahlun 2O2O-2O24;

Memerhatikan

Menetapkan

l.

2.

Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor : 86/ORT.O4-SD/05/SJ/I /2021, tanggal 14

Januari 2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan

Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI,

Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota

Tahun2O2l.

Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor : 2OOIORT.O4^SD/ 73l Sek-Prov / I / 2Q2 l, tanegal I 9 Januari

2O2l Penhal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana

Aksi.

lv[rlvlu I u sKlttt

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKA"IENE

DAN KEPUI,AUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI

BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGKA.IENE DAN KEPUL,AUAN TAHUN 202 I ;

KESATU Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangk€iene dan Kepulauan Tahun

2O2O, yarle terdiri dari :

1. Tim Pengarah;

2. Tim Pelaksana;

3. Tim Agen Perubahan/ Agen of Clnnger;

4. Tim Manajemen Perubahan;

5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

6. Tim Penguatan Kelembagaan;

7. Tim Penguatan Tata l,aksana;

8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;

9. Tim Penguatan Pengawasan;

l0.Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan

11.Tim Penguatan Kualitas PelaJ'anan ftrblik;

Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud

datam Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU sebagaimana tercantum dalam La.mpiran Keputusan yang

merupakan bagran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan

koodinasi internal nnupun eksternal dengan instarrsi terkait serh

bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia, melalui Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan

Desember Tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat

kekeliruan atcan diadatcan pertaikart seperlunya'

Ditetapkan di Pangk4jene

Pada Tanggal 25 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGKA"IENE DAN KEPULAUAN

ttd,

BURHAN A.
Salinan sesuai dengan aslinYa

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PANGKA.IENE DAN KEPULAUAN

Kepala S Hukum
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SALINAN

I,AMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGKA*IENE DAN KEPULAUAN
NoMoR : 23IORT.07-Kpt/731O|KPUK^blU2o2t
TENTANC
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGKA"IENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGC'OTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGK,{.IENE DAN KEPUI,,AUAN

TAHUN 2021

!to ileila JAAATAIT KEDUDUI(AN
DALAM TIU TUGAS DALAM TIM

I 2 3 I

PENGARAH.
1 BURHAN A., S,H. Ketua KPU Pengarah Me

Pengarah

dalam penyusunan
lagiatan Mormasi
Birclsasi Satuan Keda;

- Menerima laporan
secara berkala dari Tim
Pelaksana dan Tim Agen
Perubahan Satuan
Keq'a; dan

- Memonitor dan
mengevaluasi
pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Satuan Ke{a
secara berkala dan
memberi araian agar
pelataaraan Reforma.si
Birokrasi Satuan Kerja
ber-jalan konsisten,
terarah dan
berkelanjutan.

Pengarah

2. AMINAH, A.Md Anggota KPU

Anggota KPU3. SAHARUDDIN HAFID, S.Pd

4 ROHANI Anggota KPU

5 SAIFUL MUJIB Anggota KPU

PEL,AN8A!{A.

6 Drs. ZAINAL IAIDIN, M.Si T Kctua - Merumuskan prcgram
kegiatan Reformasi
Birokrasi Satuan Keda;

- Merancang rencana aksi
program Reformasi
Birokrasi Satuan Kerja;

- Melaksanakan
Reformasi Birokrasi
b€rsama Satuan Keda
terkait;

- Melaksanakan fokus
perubahan sesuai
rencana aksi yalg
dit€tap&str bersama;

- Melakukan monitoring
dan evaluasi secara
berkala dan melakukan
penyesuaian-
penyesuaEn yang
dip€rlukan agar tsrget
yang di hasiikan selalu
dapat menyesuaikan
kebutuhan

MUHAMMAD AFIF RUSLIN,
S.I.P., M.Si

Kepala Sub Bagian
Keuangan Umum

dan Logistik

Sekreta-ris

8 ROSMAWATY, S.Sos Kepala Sub Bagian
Teknis Pemilu &

Hupmas

Anggota

Pengarah

Pengarah

Sckrctaris KPU

7
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9 MANSYUR, SH
Hukum

Anggota

Anggota

- Melaporkan kegiatan
Reformasi Birokrasi
Satuan Ke{a kepada
Tim Pengarah secara
t,eltalz. dan Satker
setingkat diatasnya
(berl'enjang) pada akhir
tahun.

s

HARIANI, SE Kepalia Sub Bagian
Program dan Data

TUGAS DALI\M TIUJABATAIY
KEDUDUKAN
DAI,AU TIUNO rA.fA

1 2 3

Kepala Sub Bagian
Keuangan, Umum

dan logistik

Koordinator Agen
Perubahan pada

Sub Bagian
Keuangan, Umum

dan lngistik

10 MUHAMMAD AFIF RUSLIN,
S.I.P., M.Si

Kepala Sub Bagian
Teknis, Pemilu dan

Hupmas

11. ROSMAWATY, S.Sos Koordinator Agen
Perubahan pada

Sub Bagial Tekuis
Pemilu dan

Hupmas

Kepala Sub Bagian
Hukumt2. MANSYUR, SH

Koordinator Agen
Perubahan pada

Sub Bagian
Program dan Data

- Membuat rencana aksi
dari program Reformasi
Biro-krasi Saturn Ke{'a
yaog akan djjatanlar:
bersama;

- Merencanakan,
melaksanakan dan
mengevaluasi kegiatar
progra:m Reformasi
Birokrasi Satuan Kerja
serta melaporkan
kepada Tim Pengarah
secara berkala; dan

- Melakukan kampanye
dan menSajak pegawai
untuk melakukar
perubahan mental dan
prilaku yang sejalan
dengan Reformasi
Birokrasi Satuan Ke{a
secara aktif.

Koordinator Agen
Perubahan pada

Sub Bagian
Hukum.

13. HARIANI, SE Kepala Sub Bagian
Program dan Data

II. TIM MAIYA.'EUEIY PERUBAHAIY.
Kepala Sub Bagian
Teknis Pemilu dan

Hupmas

14. ROSMAWATY, S.Sos Koordinator
meralgkap Asesor

AnggotaPelaksana15. RIDWAN NURHAN, S.IP

- Menyusun strategi
manajemen perubahal
dan strategi komunikasi
pada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten
Palg]<ajene dan
Kepulauan, dan

- Melaksanakan
sosialisasi dan
internalisasi manajemen
perubahan dalam
rangka Reformasi
Birokrasi Satuan Keia.

AnggotaPelaksana'16 IRWANSYAH MANSYUR,
sE, M-Si

III. TIU PEI{GUATAIT PERATURAT PERUITDAIIG.UI|DAITGAIT.

t7. MANSYUR, SH

AnggotaPelaksanaNIRWANA, S.Sos18.

- Mengidentifikasi
p€raturan perundalg-
undangan yang
dikeluarkaa Komisi
Pemilihan Umum
Kabupaten Pangkeiene
dan Kepulaual; dan

- Melakukan pemetaan
perqtur€n perutldans-
undangan yalg tidak
harmonis atau tidak
sinkron di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pangkajene
den rr-+ulaualr

Koordinator
merangkap Asesor

Pelaksana19. SABARUDDIN, SE

TV. TIM PEITGUATAIT KELEUBAGAAX.

10.

I. TIU AGEIT PERUBAIIAN

Kepala Sub Bagian
Hukum

Anggota
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20. MUHAMMAD AFIF RUSLIN,
s.I.P., M.Si

darr k

Kepala Sub Bagian
Keuangan, Umum

Koordinator
merangkap Asesor

2t. Pelal<sala Anggota

c) ILHAM Anggota

AMRI,ANA Pelaksana

lvl. trtDAt\ lJt(l\lA I Pelaksana turggota

V. TIM PETYGUATAIT TATATAKSAITA.

25. MUHAMMAD AFIF RUSLIN,
S.I.P., M.Si

dan tik

Kepala Sub Bagian
Keuangan, Umum

Koordinator
merangkap Asesor

26. Pehksana Anggota

RISALI SAMBO
PAEMBONAN, SE

Pelaksana Anggota

24. ,St. AMINAH NI-IRDIN Anggofa

- Mengkoordinasikan
penlnapam dokumen
eflD mp hrreinacc

.SaJu'ur I(e{ia'dan
- Mengkoordinasikan

p€mbangunan atau
pengembangan e-
gouenanett Satuan

PeLRksana

29 Kepala Sub Bagian
Keuangan, Umum

dan Logistik

Koordinator
merangkap Asesor

Pelaksana Anggota30 AMRIANA

- Melalsanakan System
rekrutmen yang
terbuka, transparan,
akuntab€I, dan berbasis
kompetensi di Satuan
Kerl'a;

- Melakukan asesmen
individu berdasarkan
kompetensi di Satuan
Ke{a;

- Melaksanakan
penerapan sistem
penilaian kinerja
individu di Satuan
Kerja;

- Membangun sistem &
proses pendidikan &
pelatihan pegawai
berbasis kompetensi
dalara pengfl,olaan
kebijalan & pelayanan
publik di Satuan Kerja.

AnggotaPelaksana31. IHSAN DRA.IAT

Koordinator
merangkap Asesor

KepaJa Sub Bagan
Hukum

32 MANSYUR, SH

AnggotaKepala Sub Bagian
Keuangan, Umum

dan togistik

.tJ MUHAMMAD AFIF RUSLIN,
S.I.P., M.Si

- Melaksanakan
penerapan Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintal (SPIP) pada
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kabupaten
Pangkajene dan
Kepulaual;

- Meningkatlan Peran
Aparat Pengawasan
Intem Pemerintah (APIP)

selnZ;ai Qualita
Asstrane dan
Con-sultdng di Satuan
Ke a-

AnggotaPelaksanaNIRWANA, S.Sos

VIII. TIU PEIYGUATAIT AKT'ITTABILITAA ISIYERJA.

SAMSU RIJAL

Pelaksana

23. Anggota

z.+.

Membentuk unit keda
yang menangani fungsi
Organisasi, Tata Laksana,
Xcpegarraian, dal Dildat
yg mampu mendukung
tercapainya tujuan dan
sasaran Reformasi
Birokrasi Satuan Keq'a.

NI.FIIANA, S..Sos

VI. TIM PEITATAAIT SISTEU MAITA.'EUEIY ASIY.

MUHAMMAD AFIF RUSLIN,
S.I.P., M.Si

VII. TIM PEIYGUATAN PEIVGAWASAIT.
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35. HARIANI, SE Kepala Sub Bagian
Program dan Data

Koordinator
meraagkap Asesor

- Membangun sistem
yanS mampu
mcndorong tercapa.inya
kinerja organisasi yang
terukur di Satuan Kerja;
dan

- Men]rusun Indikator Ki-
nerja Utama (lKU)
Komisi Pemilha-n Umum
Kabupaten Pargkajene
dan Kepulauan

ARIANTI, S.IP Pelaksana Angtota

D( . TIM PENIITGI(ATAI{ KI'ALITAA PELI\YAIYAN PUBLIK
37. ROSMAWAry, S.Sos Kepala Sub Bagian

Teknis Pemilu dan
Hupmas

Koordinator
merangkap Asesor

- Menerapkan standar
pela-1'anan dalam
pelayarlell publik di
Satuan Keda; dan

- Meningkatkan
partisipasi masyarakat
da-lam penyelen ggar aarr
pelayanal publik di
Satuan Kcrja.

38. MUHAMMAD AFIF RUSLIN,
S.I.P., M.Si

Kepala Sub Bagian
Keuangan, Umum

dan Losistik

Anggota

36 MANSYUR, SH Kepa-la Sub Bagian
Hukum

Anggota

37. HARIANI, SE Kepala Sub Bagian
Prosram dan Data

Anggota

38 Hj. KURNLATY, S.Sos Pela.ksana Anggota

39. St. AMINAH NURDIN Pelaksana Anggota

Ditetapkan di Pangkajene
Pada Tanggal 25 Januari2O2l
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

ttd,

Salinan sesuai
S

dengaa aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

GKA.IENE DAN KEPUI,AUAN
Hukum,Sub

36.

BURHAN A.
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